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TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT

: : ja merupakan bagian dari komponen
Menimbang :  a. Eigsaa t;an:gg amlézlégerakkarf pembangunan perekonomian
baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat dacrah
perlu dibina dan dilindungi keberadaannya dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia seutgl.mya untu_k
meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja
serta mewuwjudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan
merata, baik materiil maupun spiritual;

b. bahwa dalam pelaksanaan hubungan ketengakerjaan antara
pengusaha dan tenaga kerja di Kabupaten Langkat, masih
terdapat hal-bal yang menunjukkan belum terpenuhinya
hak-hak normatif tenaga kerja yang dapat menghambat
tumbuhnya iklim kerja yang sehat dan tigkat produktifitas
perusahaan yang optimatl;

¢. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang
luas, Pemerintah Daerah memiliki sejumlah kewenangan
dalam bidang ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya yang
berhubuangan dengan perlindungan  tenaga kerja,
kesechatan dan keselamatan kerja, serta pengembangan
sumber daya manusia pada satuan perangkat daerah bidang
ketenagakerjaan;

d. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan;
Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

I_’embentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 38);

2, Unc_lang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2918);



3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketengakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Ifidofiesia TakUA 1981 Noimor 39, Tambahafi Lembarait
Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial tenaga kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3468);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Keténakerjaan (Lémbarati Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4116);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pecngesahan
ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in
Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai
Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan
Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4356);

8. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perseiisiran Hubungan Industrial (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4356);

9. S:I?&‘;‘eg;fnf:iiasg NOTrflor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
{Lembaran Ne g;z Rena%alt. Kenja Indonesia di Luar Negeri
133 2 epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor

» Tambahan Lembaran Negara N .

10. Undang-Undang  Nomor 82  ‘Tahmn oo
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neo. \ .ttlantar.lg
Tahun 2004 Nomor 125 Tamb:flam ?j;pr_:bhk Indonesia
Nom : SN an Lembaran Negara
Cermacnie g Sebegaimana telan diubah beberapa. kali
(Lembaran Negara R b cang Nomor 12 tahun 2008
56 T gara Republik Indonesia Tahun 200

» Tambahan Lembaran Negara N - 8 Nomor

11, Undang—Undang Nomor 40 Tah 01‘1‘101‘_ 4844);

Jaminan Sosial Nasional (Le 1}1311 2004 tenlang Sistem
Indonesia tahun 2004 Nomo ml &ran  Negara Republik

12 ge%ara Nomor 3190); r 150, Tambahan Lebaran

. ndang-Undan ) .
Pcmbefztukan geratlz;mmP T tapahun 2011
Negara Republik 1 an Perundang-undan

A ndonesia

tentang
gan {Lemabaran
Tahun 2011 Nomor &2,

13. Péfé}fiifér'i Pemerinftah Nomor & tahun 1981

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982

Perpindahan Ibukota
Kabupaten DT 11
(Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 9); Langlkat ke Stabat

L%
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
perubahan batas wilayah Kotamadya DT II Binjai, Kab. DT II
Latigkat daft Kab. DT I Deli Serdang (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 3323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang
Latihan Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomeor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458});

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nemer 104, Tambahan Lembaran Negara Nemor
4578},

18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4637);

19. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2007 tentang
Pembentukan Oerganisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Lafigkat (Léinbaran Diérah Kabupaten Latigkat tahun 2007
Nomor 12, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Langkat
Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat
(Lemibaran Daerah Kabupaten LangKat tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

KETENAGAKERJAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

B W

oo

~

Daeral_z adalah Kabupaten Langkat.
Pe;_ne_np_tgl_a_ Daerah adalah Bupati
penyel-enggara Pemerintah Daérah.
gupau adalah Bupati Langkat

ewan Perwakilan Raky: \
Dowan e xakdan Re ;tnziigalflea;xg selanjutnya disebut DPRD adalah
Diean B . G abupaten Langkat.

adalah Dinas Tenaga Kerja_ dan Transmigrasi Kabupaten Langkat

dan perangkat daerah sebagai unsur
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8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Langkat.

9. Perusahaan adalah : -

a. bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milk orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hulcum, b_aik milik
swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja /buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan

b. usaha-usaha sosial dan usaha—usaha lain yang mempunyai pcngurus
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan

dalam bentuk lain.

10. Pengusaha adalah :
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang

enjalaiikan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan .
¢. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud_ dalam huruf (a)
dan huruf (b) yang berkedudukan diluar wlayah Indonesia. .

11. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekeriaan baik
di dalam hubungan ketja maupun di luar hubungan kerja, untuk
menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun masyarakat.

13. Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun
dan atau belum menikah.

14, Upah- adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada
pf:kerJa/ buruh atas pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan yang
dinyatakan dalam bentu%: uang yang di tetapkan menurut peraturan
pcruz'{dang-undangan/ perjanjian kerja termasuk tunjangan baik untuk
pg};exja/_ b}u‘uh maupun keluarganya.

13, Upah Minimum Kabupat;n yang selanjutnya disebut UMK adalah upah

. minimum yang berlaku di Kabupaten Langkat. |

6. r’l;f:nagg _KFr__a_a .I.I:l_d.(irl:l.eSIQ adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki
auptn Perempudn yang bekerja i luar Negeri dalam Jjangka walkti

i tert‘cnt'l_; berdasarkan perjanjian Kerja. '

17. ggg:l?g?g ch?ati selanjutnya disebut dengan PK adalah petjanjian antar

urui dengana pengusaha/pemberi ; -

18 ;Yar?;r kerja, hak dan kewajiban paraftlzihak " keta yang memuat yarar

. Pe . )
pe::tu_rg b el'usg%aan yang, SelanjU_tnya disebut sebagai PP adalah suatu
o yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan

19. po a:;? Syaézlt‘—syarat kerja serta tata tertib perusahaan. crent
Yax?g (i]iagll.lat gahBemﬁka yang selanjutnya disebut PKB adalah perjanjian
idaftarkan pads  pormeriniah desigy ¥, SoTikat pekerja yang telah

Carkan - pada 1ntak aerah  dengan engusah
perkUmpulat penguisaha yang berbadan hukurm yang ;’jéga u’gr?iiirrigjf& atau

o -
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat

pekerja/serikat buruh - )
tenaga kerja. yang sudah tercatat di Instansi yang membidangi

¥
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24.

25.

26.

27.

28.
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30.
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32.

33.

Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri
dati unsur organisasi pengusaha, serilkat pekerja/serikat bunith dan
pemerintah.
Dewan Pengupahan Kabupaten adalah suatu lembaga non struktural yang
bersifat Tripartit, dibentuk oleh Bupati dan bertugas memberikan saran
serta pertimbangan kepada Bupati dalam penetepan upah minimum.
Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh,
dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan
yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab
guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan
pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
APINDO adalah organisasi pengusaha yang diberi kewenangan oleh Kamar
daii Industri (KADINY dilam penanganan masalah ketenagakerjaan yang
berkedudukan di Kabupaten Langkat.
Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah
penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
Pemutusan Hubungan Kerja, dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah
yang ditangani oleh seseorang atau lebih mediator yang netral.
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus
di bidang ketenagakeriaan dalam jajaran Dinas.
Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan sumber daya
manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan, instansi atau lembaga
latihan kerja dengan memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap
kerja untuk jabatan tertentu melalui jalur pengalaman yvang dilaksanakan
secara sistematis dan terikat dalam satu kontrak pemagangan yang tidak
dengan sendirinya dijamin penempatannya.
Sertifikasi a@alah_ suatu proses untuk mendapatkan pengakuan atas
tingkat kuapﬁ.kam keterampﬂgn tenaga kerja melalui suatu uji latihan
kcl]?. sesuai dengan standar jabatan atau persyaratan pekerjaan secara
Nasional,
Fasilitag Kesejahteraan Pekerja adalah sarana pemenuhan kebutuhan
yang bersifat jasmaniah dan rohaniah langsung atau ; ]
. ) ¢ pun tidak langsung

yang dapat mempertinggi produktifitas dan ketenangan ker
t?ﬁ?kﬁ%agi adalah suatii proses untuk meﬁdap'agtkaﬁ eg:ﬂgakzmn atas

kualifikasi keterampilan tenaga kerja melalui suatu uji latihan

kerja sesuai dengan s .
Nasional, 8 tandar jabatan atau persyaratan pekerjaan secara

S
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35.

36.

Pen

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengolah,
mengumpulkan, data dan keterangan baik menggunakan alat bantu atau
tidak untuk mengetshyd dan mengyji pemenuhan kewajiban perusahaan
dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan.

Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat adalah suatu kegiatan
vang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang pada waktu-
waktu tertentu dalam suatu perusahaan yang pelaksanaannya tidak
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Panitia Pembina Keselamatan dan Keschatan Kerja selanjutnya disebut
dengan P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan
wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan
kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan

keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB II
AZAS TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

nyelenggaraan ketenagakerjzan di daerah berdasarkan Pancasila dan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan
a. memberikan perlindungan kepada t ]
bk - bl e ung p enaga kerja untuk memperoleh segala
b. menciptakan iklim berusaha yang kondusif;
¢. memberikan kesempatan dan jami ]
kerje 4i daerals P an jaminan perolehan pekerjaan bagi angkatan
d. meningkatkan kemam
puan keterampil i :
dalam rangka memingle produs m}:;;a a:1 dan kompetensi tenaga kerja
€. melaksanakan i ’
S pembinaan dan
berkesin | de pengawasan sec
tefeiptaﬁm?uﬂ%@ untuk menjamin_penegakkan hukum g mep oo
ya ikbm investass yang kondusif: gine mendorong
menc1p§aka.n iklim kesehatan dan keselamatan kerja; dan
g memastikan terselensos s . ’
terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi tenaga ketja di

daerah.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Penyélenggaraan ketenagakerjaan memiliki Sadafan @
a. terwujudnya sistem perencanaan ketenagakerjaan:



b. terwujudnya sistem penempatan dan perluasan kesempatan memperoleh
lapangan kerja;

terwujudnya sistem latthan kerja nasional di dacrah;

terwujudnya penyediaan dan pemberdayaan tenaga kerja;

terwujudnya sistem perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja; dan

terwujudnya harmonisasi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

-0 Q0

BAB 11
PERENCANAAN

Pasal 5

........

(1) Penyelénggaraan ketenagakerjaan disusun dalam sistern perencanaan
ketenagakerjaan di daerah.
(2} Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dari :
a. perencanaan perlindungan tenaga kerja;
b. perencanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan
bekerja;
c. perencanaan pelatihan pemagangan dan peningkatan produktifitas;
d. perencanaan penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja;
e. perencanaan pengembangan SDM pembina ketenagakerjaan: dan

f. perencanaan sistem pengawasan, monitorring dan evaluasi.
{3} Perencanaan penyelenggaran ketenagakerjaan dilaksanakan dengan
mengacu pada RPJP dan RPJM Dacrah.
Pasal 6

Masyarakat berhak mem i ; ) ]
daerah. peroleh informasi perencanaan ketenagakerjaan di

BAB IV
PELAYANAN PENCARI KERJA, PENEMPATAN KERJA
KESEMPATAN KERJA

Bagian Kesuty

DAN PERLUASAN

Pasal 7

(1) Setiap tenaga keri .
Tja mempunyal hal . R
pelayanan untuk mcndapatk’;n ;e;(erj:;n Yyang sama dalam memperoleh
(2) Pelayanan sebagaimana dimay '
infozﬁaﬁi I?ZSar kerja ci)endaj‘ﬁa pada ayat (1) meliputi pemberian
: . N pencari  kerja, imbi
penyuluhan jabatan, pelatihan untuk penempatan T8, bimbingan dan
penenipatan., serta  tindak lanjut

Bagian Kedua
Pendaftaran Pencari Kerja

| Pasal 8
(1) Pendaftaran pencari kerja dapat dilakukan melalui:

~d
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bursa Kerja informasi pasar Kerja;

bursa kerja khusus (BKK);

lembaga pencmpatan tenags kerja swasta (LPTKS); dan
pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKI-S).

poge

(2) Setiap tenaga kerja yang memerlukan pelayanan penempatan kerja harus
mendaftarkan diri pada Dinas untuk memiliki AK.I berlaku nasional.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga bagi setiap tenaga
kerja dari luar Daerah yang ingin mendapatkan pelayanan unuk
mendapatkan pekerjaan di Daerah.

{4} Pergyaratan untuk memperoleh AK.I schapaimana yang dimaksnd ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh Dinas

Bagian Ketiga
Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 9

{1) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh
penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

(2) Hak dan kesempatan untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan
dan memperoleh penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangsan.

Pasal 10

{1) Penempatan tenaga kerja terdiri dari:
a. penempatan tenaga kerja di daiam negeri; dan
b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.

(2) Ketentuan mengenai

penempatan te i . .
pada ayat (1), diatur se a naga kerja sebagaimana dimaksud

suai denigan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
(1) Setiap perusahaan wajib melaporkarn i
m S + - R T .
) ]s)e_cara Loy i elapotkan informasi pagar ketja kepada Dinas
inas memberikan informasi 1 i
Desa/Keurahan setempat sesuai d ol kerda kepada Pemerintah

(3) Persyaratan d ermisili perusah forsebut.
dirnaksud padéagy;ﬁc?- pelaporan informasi pasar kerja sebagai
at (1) dan ayat (2) dianr lebik lanjut oleh Dinas ngaimana

Pasal 12
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(3) Untuk lowongan pekerjaan dengan keahlian khusus jika tidak dapajc diisi
dengan tenaga kerja lokal maka dapat diisi oleh tenaga kerja dari luar

kabupaten.
Pasal 13

(1) Penempatan tenaga kerja dapat dilakukan melalui :

a. bursa kerja daerah;
b. lembaga penempatan tenaga kerja swasta Antar Kerja Lokal (AKL);

c. lembaga penempatan tenaga kerja swasta Antar Kerja Antar Daerah

(AKAD); dan
d. bursa kerja khusus swasta.

(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasa!
10 ayat (1) huruf b, adalah Program Penempatan Tenaga Kerja Luar Negert
(PPTKLN).

(3} Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta AKL, AKAD, AKAN dan Bursa
Kerja Khusus Swasta harus berbadan hukum.

(4) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta AKL dan Bursa Kerja Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dalam
melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memperoleh izin
tertulis dari Dinas.

(5) I,§mbaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta AKAD dan AKAN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2), sebelum melaksanakan
pclayanan penempatan tenaga kerja wajib memperoleh rekomendasi dari
Bupati.

(©) ;’ gi;‘:rf]a‘;?an I:Znempifm} hTenaga Kerja AKAN dalam melaksanakan

n - . .
kepadapDinas, aga kerja harus terlebih dahulu mendaftarkan kegiatannya

v ggi?iﬁtaurrand Sebtaf‘lgta'C ug“‘k mendapatkan  izin, rckomendasi dan
. aimana dimaksud
ditetapkan dengan Keputus Bupati. pada ayat (4}, (5} dan ayat (6),

AKAD dari Daerah penerima.

13
ayat (1) huruf b, ¢, dan d, hanya dapat memun

ten j i
o jfgaa;ceqad gnarl ppl:)gguna tenaga kerja dan dars
perundang-undang al_l]a atan tertentu sesuai



Pasal 16

(1) Setiap tenaga kerja penvandang cacat/disabilitas mempunyai kesempatan
yang. sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat
kecacatannya.

(2) Setiap perusahaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama
kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang
cacat/disabilitas di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan,
pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan
jumlah karyawan dan atau kualifikasi perusahaan.

{3) Setiap pengusaha wajib mempekerjakan penyandang cacat/disabilitas
sckurang- kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat untuk setiap 100
(seratus) orang pekerja pada perusahaannya.

(4} Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melaksanakan dan
melaporkan penempatan tenaga kerja penyandang cacat/disabilitas kepada
Dinas.

(5) Prosedur dan tatacara pelaksanaan penempatan serta pelaporan

penempatan tenaga kerja penyandang cacat/disabilitas sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3}, ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

{1) Penempatan tenaga kerja penyandang cacat/disabilitas sclain dilakukan
olech Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan pelayanan
penempatan tenaga kerja juga dapat dilakukan oleh lembaga penempatan
fenaga kerja penyandang cacat yang memperoleh izin tertulis dari Dinas.

(2} Lembaga Pene ' : .
berba din huku?z’lfatan Tenaga Kerja Penyandang cacat/disabilitas harus

(3) Tatacara untuk menda i7i . )
N patkan izin seb: ,
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. agaimana dimaksud pada ayat (1},

S Pasal 18

(1} Program Penemp

atan Te :
menyediakan tem naga Kerga  Luar

pat penampungan tenaga acgeri (PPTKLN)  wajib

kerja yang rmemperoleh Izin dari

(3) Persyaratan dan tatacarg
untuk
pada ayat (1), ditetapkan dengan Krg;

mperoleh izin sebagaimana dj
utusan Bupati. malsud

10
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Bagian Keempat
Tenaga Kerja Asing

Pasal 20

(1) Penggunaan Tenaga Kerja Asing {TKA) dilaksanakan secara selektif dalam
rangka alih teknologi dan keahlian.

(2) Perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib:

menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping dalam

rangka alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;

b. menggunakan minimal 1 (satu) orang tenaga kerja pendamping untuk 1

(satu) jenis jabatan/pekerjaan;

melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja

Indonesia sebagaimana dimaksud huruf a, yang sesuai dengan

kualifikasi keahlian dan jabatan yang diduduki TKA.

d. melaporkan keberadaan TKA di perusahaan kepada Dinas setelah

mendapatkan lzin Kerja/lzin perpanjangan;

melaporkan secara berkala program pendidikan dan pelatihan bagi

tenaga kerja pendamping kepada Dinas; dan

f. tenaga kerja pendamping yang telah menyerap alih teknologi dari TKA
wajib diusulkan oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikat dari
Lembaga Sertifikasi Nasional dan selanjutnya mengisi posisi yang

sebelumnya diisi oleh TKA.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a, b dan ¢ tidak
berlaku bagai TKA yang menduduki jabatan Direksi dan/atau Komisaris;

4) Penggu{laan TKA oleh perusahaan maksimal selama 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang.

a.

(5) Perusahaan yang memperkerj ..
) ) rjakan TKA wajib melaporkan
ke Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali. ! por keberadaannya

Bagian Kelima
Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah d
an masyarakat bhe -
,If erluasan kesempatan keria, bair o dalamrsama sama  mengupayakan
Xerja. Mmaupun di luar hubungan
(2} Perluasan kesem : .
patan kerja di luar hubungan ker;

dimalzsud .
d pada ayat (1), dilakuk . .
produktif dan berkelanjutan dcnganalxile?c?;?;gupenm

al 1
am, sumberdaya manusia dan teknologi tepat guna.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimak

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. sud pada ayat (3) dan ayat (4),

#
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BAB V
PELATIHAN DAN PEMAGANGAN

Bagian Kesatu
Pelatihan

Pasal 22

n pelatihan ketenagakerjaan.
dan produktifitas tenaga kerja,
teknis pelatihan dan

(1) Pemerintah Daerah melakukan pempinaa
{2) Dalam rangka peningkatan kualitas d
pemerintah daerah dapat membentuk unit pelaksana

roduktifitas tenaga kerja. .
(3) TE’emerintah daerah wajib memperbaharui dan mengembangan sarana dan

prasarana unit pelaksana teknis pelatihan dan produktifitas tenaga kerja,
sesua dengan perkembangan teknologi yang ada. _ _
(4) Dalam ra;ﬁgka pemberdayaan dan pengembangan unit pel‘aksana teknis
pelatihan dan produktifitas tenaga kerja dapat d11aku1?an kerjr—:lsama Flengan
lembaga pendidikan, lembaga pelatihan swasta dan pihak - pihak lain yang

i i kerja.
an dengan usaha peningkatan produktifitas tenaga '
e : teknis dengan pihak - pihak

5)Tata cara Kkerjasama umit pelaksana tel '
{ ]sebaga.imana dimaksud ayat (3) lebih lanjut diataur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian XKedua
Pemagangan

Pasal 23

(1) Dalam_ rangka menyiapkan tenaga kerja di dacrah, setiap perusahaan
menerima pemagangan tenaga Kkerja yang berasal dari pendidikan
kejuruan.

(2) Selama proses pemagangan berlangsung, perusahaan wajib menyediakan;
a. kesejahteraan minimal makan 1 (satu) kali dalam sehari; dan
b. alat — alat keselamatan kerja;

(3) Peserta pemagangan wajib mematuhi persyaratan kesehatan dan

keselamatan kerja dan segala bentuk X
perusahaan. & ntuk  peraturan yang berlaku di

(4) Peserta pemagangan yan
pada ayat
perusahaan.

(5} Peserta pemagangan di peru

saha i
kermampgngan d m}; an dapat memperoleh upah sesuai dengan

(6) lf’csgrta pPemagangan yang mengakhiri
sertifikat atau surat keterangan bukti t
dikeluarkan oleh perusahaan.

{7) Pemagangan dibebaskan dari segala bentuk pungutan biaya

g melanggar ketentuan sebagaimana dimak
_ : : sud
(3) dapat diberhentikan kegiatan pemagangannya oleh

pemagangan berhak memperoleh
elah mengikuti pemagangan yang

BAB VI
SURAT IZIN OPERATOR

Pasal 24

(1) Setiap tenaga kerj -
Ja yang menjal : .
pesawat uap, kran pengaﬁgkUt,J ankan peralatan kerja mekanik seperti

jobind . mesin pemotong d ; . o
memiliki Surai; Izin Operator oleh lembaga yang %eriréizll?g-%ebagamya wajib

s
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(2) Tenaga kerja yang mengajukan permohonan kerja dengan melampirkan
bukti — bukti Surat Izin Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mendapat pertimbangan utama untuk diterima bekerja.

kerjakan tenaga kerja dengan beban kerja

a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

zin Operator.

(3) Perusahaan yang mempe
pengoperasian peralatan kerj
memfasilitasi tenaga kerja untuk memperoleh Surat I

(4) Tenaga kerja yang memperoleh Surat Izin Operator dari perusahaan tidak
diri atau berpindah bekerja keperusahaan lain

dibenarkan mengundurkarn
dalam jangka waktu berlakunya Surat Izin Operator atau berdasarkan

satuan waktu yang disepakati antara tenaga kerja dan perusahaan.

Daerah dapat melakukan pelatihan untuk memperoleh Surat

(5) Pemerintah
provinsi atas beban biaya dari

Izin Operator di daerah atau di tingkat
Pemerintah Daerah.

BAB VII
JAMINAN SOSIAL

Pasal 25

(1) Setiap perusahaan wajib mengikutsertakan seluruh  tenagakerjanya
menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau sebutan lainnya.

{2) Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
tersebut meliputi :
a. program jaminan kecelakaan kerja;
b. program jaminan hari tua; '
c. program jaminan kematian; dan
d. program jaminan pemeriharaan kesehatan.

(3) SBeagi pemsaha:ap yang melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan
s lc‘::ara man dm. denggn manfaat lebih baik harus mendapatkan
ekomendasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Perusahaan sebagaimana dimak
. sud pada ayat (3) pasal ini h
laporan triwulan kepada pemerintah daerah mela{ulz Dinas.l arus membuat

pE BAB VIII
RJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Pasal 26

Il gal'l.

an

erjanii :
p rjanjian kerja wakhi tertenty sebagaimana dimak secara tertulis

sud pada ayat (1), maka



BAB IX
PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

Pasal 27

apat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada

d
e e sewn de ketentuan perundang — undangan.

i i dengan

perusahaan lain sesual r o

(2) Jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa
tenaga kerja adalah :

a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service); |
usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh {catering);
usaha tenaga pengaman (security /satuan pengamanany);

usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan

usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. . -
(3) Pekerjaan yang diserahkan kepada pengusaha llzengemad]as; ;frl(e;iga m(;?;z
. . . a ,
i dari jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pa
' 2‘223; hazi'lblinganpkerja antara pekerja dengan pergsah:aan /pengusaha

o berubah menjadi pekerja tetap dari perusahaan pemberi kerja.

(4) Perusahaan / pengusaha penyedia jasa tenaga kerja penyerahan sebagaian
pekerjaan wajib memiliki izin dari pemerintah daerah.

{3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diberikan dengan persyaratan :

a. berbadan hukum; dan
b. memiliki kantor di wilayah daerah.

(6) Pekerja penerima penyerahan sebagian pekerjaan berhak atas perlindungan
ketenagakerjaan meliputi kesehatan dan keselamatan kerja, norma kerja,
memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan hak - hak lain sebagaimana
yang diperoleh pekerja tetap.

b.
c.
d.

€.

BAB X
PENGUPAHAN

Q Pasal 28

(1) Sct.iap_ pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan peraturan
2 g;mndmug—undangan yang berlak;.
am . .
ran}gﬁa me;vujdgdkan penghasﬂal_l yang layak sebagaimang dimaksud
Beh , pcr U ditetapkan upah minimum dengan mempcertimbangkan
P dn atan kesejahteraan pekerjaan tanpa mengabaikan peningkatan
pro ukuﬁta}s dan  kemajuan pPerusahaan  serta
) perekonomian pada umumnya,
{3) Besaran kenaikan upah untuk ]
upat pekerja/buruh dengan masa kerj i i
1 (satu} tahur_l, wajib dibuat kesepakatan tertulis aitara enguonhe, o JaTi

serikat pekerja/buruh atay dengan - : X
tersebut belum terbentuk serikat gekexjﬁfﬁ?fﬁ .bllrl-lh bila di perusahaan

Pasal 29

oleh Bupati kepada

Gubernur dengan memperhatikan  usulan  dar Dewan Pengupahan

Kabupaten.

i
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(2) Pengusaha v;rajib membayar upah paling sedikit sesuai dengan Upah

Minimum Kabupaten. o
Upah Minyimum

(3) Bagi pengusaha yan
Kabupaten dapat mengaj

(4) Prosedur dan tata cara permo )
Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

g tidak mampu membayar .
ukan permohonan penangguhan kepada Bupati.
honan penangguhan Upah Minimum

{1) Pengusaha menyusun stuktur dan skala upah. ‘
(2} Penyusunan struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksud pac_ia' ayat (1)
dapat dilakukan melalui analisa jabatan, uraian jabatan, evaluasi jabatan,

dan masa kerja. o ‘

(3) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan dan perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah dari
Upah Minimum Kabupaten.

Pasal 31

(1) Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 7 (tuj}lh] jam
sehari dan 40 {empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan 8
(delapan) jam sehari 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 3 (lima} hari
kerja harus diperhitungkan sebagai kerja lembur.

(2) Kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha wajib
membayar upah lembur.

{3) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar
perhitungan upah le{n-bur adalah 100% ({seratus perseratus} dari upah.
[_)alam hal upah !terdln dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan
t‘dfk tetap, apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari
75 ﬁ . (tujuh puh.;lh lima perseratus) keseluruhan upah, maka dasar
perhitungan : . )
e rulg-xa i uggi . lembur 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari

)

Pasal 32

o~ (1) Cara perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut :
a. apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:

1. untuk Jam keri
rj1a lembur pertam ;
(satu koma lima} kali upahpsatu jail?lg;is dibayar upah sebesar 1,5

2. untuk setiap j :
jam kerja lemb i :
scbesar 2 (dua) kali upah satu j;l; berikutnya harus dibayar upah

b. apabila kerja lemb i
DL ur dilakukan pada hari istir rmi
- hat
hari hbu;‘ resm untuk waktu kerja 6 {enam) ha?-i i nmgguan dan/atan
Jam seminggu maka - erja 40 {empat puluh)

2 (dua) kali : )
ccjarm don }iiaiieéffﬁ?é’ il ey an dibayar 3 (tiga) kali upah
kali upah satu jam: dan mbilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat)

segjam, dan jam keenam dibayz 1
par ' ayar 3 (tiga) kali upah sej j
ur ketujuh dan kedelapan dibayar 4 (empat) llzali usgﬁln;acézljaﬁm

J%
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c. apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau
hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima} hari kerja 40 (empat puluh)
jam seminggu, maka perhitungan untuk 8 (delapan} jam pertama}
dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali

upah sejam dan jam lembur kesepuluh dan kesebelas dibayar 4 (empat)

kali upah satu jam.

Bab XI )
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3}

Pasal 33

Perusahaan yang mempekerjakan 100 (seratus) tenaga kerja atau lebih,
atau perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 100 (seratus} tenaga
keria akan tetapi mengoprasikan peralatan kerja yang mudah terbakar,
meledak, memaparkan radio aktif, menyebarkan racun diwajibkan merniliki

Panitia Pembina Keselamatan dan Sehatan Kerja (P2K3).

(1}

(2) Kepengurusan P2K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirt dari :

a. ketua yang mewakili unsur perusahaan;
b. sekretaris yang merupakan ahli K3 bersertifikat; dan

c. anggota

(3) Perusghaan wajib menunjuk tenaga kerja untuk memperoleh sertifikasi
keahlian K3 yang diluarkan oleh Menteri.

{4} Untuk menjamin terpeqLﬂlinya tenga kerja berkeahlian K3 di setiap
perusahelxan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pengusulan perolehan sertifikat keahlian K3 dari Menteri ,
dikoordinasikan oleh Bupati melalui Dinas. dapat

(5) Biaya koordinasi pengusulan perolehan keahlian K3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditan
, 1ggung oleh perusahaan atau Pemeri
Daerah atau bersama antara perusahaan dan Pemerin tith Dacrah. merintah

(6} P2K3 wajib menyampai
patkan laporan ; : : :
kepada Menteri malahi Dinas. . ¢ o @an K3 setiap 3 (tiga) bulan

BAB XIn1
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

P ] Bagian Pertama
erselisihan Hubungan Industria]

Pasal 34

v

dengan pengusaha/
gabungan pen : ;
Secara musyawarah untuk mufpaka%-usaha melalui perundingan bipartit



Bagian Kedua
Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 35

Pemutusan Hubungan Kerja meliputi pemutusan hubupgan k_e-r]a yang
terjadi di badan usgha yang berbadan hukum ataun  tidak, m:h_k ora;-g
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik 1‘1;1111 i
swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha1 sqs:fﬂ dan us} a-
usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang :ialll
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 36

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan
Pemerintah Daerah, dengan segela upaya harus mengusahakan agar
Jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. .

{2) Apalgsila Ip?cmulzusan hubungan kerja, tidak ) dapa} di_hirfdan, mak‘a
maksud pemutusan hubungan kerja wajib  dirundingkan oleh
pengusaha dan serikat  pekerja/serikat buruh atau dengap
pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi
anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(3} Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak
menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan
hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan
dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

{4} Pengusaha  wajib memberikan gaji sebagaimana mestinya kepada
pekerja/buruh sampai dengan ada penetapan pemutusan hubungan kerja

. gar_i ;ﬁmbaga Pgnyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

(5} Perhitungan gaji pekerja/buruh yang dalam masa penyelesaian pemutusan

hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5). di . \
dalam Peraturan Bupati. P yat (5), dlatu_r lebih lanjut

Prosedur dan tat
acara Pemutusan Hubun )
Pros : _ gan Kerja, pem
5_ sangom, vang  penggantian  masa keria "ﬂﬂg ihnbf{?.r&n “har
ilaksanakan sesuai dengan peraturan pe y undangan yang L

Clajiicail) hak

rundang-undangan yang berlakuy.

BAB XIn
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 38

(1) Pengawasan keten - .
. gakerjaan dilakuka . . -
kompetensi dan in dependen pada Diqasn oleh unit kerja yang memiliki



a. pembinaan,
b. pencegahan; dan

c. penindakan.
(3) Dinas dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam pengawasan.

{4) Hasil pengawasan dilaporkan pada Bupati.
Pasal 39

(1) Dalam rangka pemenuhan dan pengembangan sumber daya manusia
sebagai Pengawas, Mediator, Pengantar Kerja, dan Instruktur pada Dinas,
Pemerintah Daerah dapat melakukan perekrutan PNS baru  atau
memfasilitasi PNS dengan keahlian kepengawasan untuk dididik menjadi
Pengawas, Pengawas, Mediator, Pengantar Kerja.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi PNS pada Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk memperoleh pendidikan khusus untuk menjadi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

(3) Perencanaan pengadaan PNS baru dan PNS sebagai Pegawai Pengawas dan
Perencanaan  Pengembangan  SDM

- PPNS  dicantumkan  dalam
ketenagakerjaan daerah.

(4) Biaya pengadaan PNS baru dan pendidikan PNS sebagai Pegawai Pengawas
dan PPNS ditanggung oleh Pemerintah Daerah ditammpung dalam APBD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 40

(1) Dalam rangka pembinaan, pengembangan ketenagakerjaan di daerah
_Pen:ienntah Daerah dengan dikoordinasikan oleh Dinas lakulc ,
kegiatan monitoring dan evaluasi, relaxikan

(2) Kegiatan monitoring d i :

- ! g dan evaluasi sebagaimana dimaksud ds
O dilakukan oleh sebuah Tim, yang beranggotakan - pada ayat (1)

a. i ¢
perwah_.llan perusahaan/pengusaha yang terhimpun dalam APINDG:
b. perwakilan serikat pekerja; |

. . ..
pemerhati/akademisi yang memiliki  keahlian dalam

ketenagakerjaan; dan bidang

d. lembaga swadaya

masyarak.
ketcnagakcjraaan_ g at yang bergerak dalarn bidang advokag

(3) ;{liisl.:alk pglaksanaan lgegiatan monitoring dan

o su pafia ayat disampaikan kepada Bupati

an pemukiran dan pertimbangan
ketenagakerjaan di daerah.

evaluasi sebagaimana
yang digunakan sebagaij
merumuskan kebijakan perencan:a.%m1

(4} Mekanisme keri:
' rja dan keanggotan Ti
lanjut dalam Peraturan Bupgagti. m Mon

(5) Segalan biaya vang dif:
) ya yang ditimbulkan olc i
d - olech kegi monitori
tanggung oleh Pemerintah Daerah dan ditamatggng gan;;om n4 IngdDan evaluasi

itoring dan Evaluasi diatur lebih



"

Pasal 41

(1) Dalam memberikan ruang dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan ketenagakeriaan, masyarakat perorangan atau badan

hirkum dapat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat

' sebagaimana dimaksud apada ayat (1) disampaikan kepada Tim Monitoring
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) untuk ditindaklunjuti
sebagai hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim.

BAB X1V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran

Peraturan Daerah ini, dilalkukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS]

di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan , Penyidik Pegawal Negeri Sipii,

secbagaimanan dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana pelanggaran;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;

¢. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
dir1 tersangka;

. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau

tersangka;

glendatangka_r_l crang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya
engan pemeriksaan perkara; dan

g meng.afiakan Peﬂg_hentlan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupal_{an tindak pidana dan selanjutnya  melalui envidik
memberitahuan hal tersebut pada penuntut umum, ters penyvidi
keluarga_nya- = » erbangka dan

Y

=y

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Fasal 43

(1) Setjap orang
yang melanggar ketentuan : P
(1 - . ; Pasal 11 ayat
Etti}g’af guulal 361(, ]ary' at {4} dikenakan sanksi berupa mfmﬁ)' fa:;'il 112 ayast
i an gan a-tau de d . * ka3 1-'3414 g ama
(lima puluh juta rupiah) nda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00

2} Seti
{ }(37??’{;33;‘&?5 g’al‘zg 1rnozalangg.eu- ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat
Pasal 26 & vat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (3} Pasal 25 y
Pase] 3 yat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 avat ) - Pasal 2¢ ayat (1),
al 54 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentumr . ayat (1},
perundang-undangan. g etentuan peraturan

(3) Denda atas pelan .
ggaran seb i
kepada Kas Daerap: Sebagalaman dimaksud pada ayat (1) disetorkan

#
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{4} Tindak pelanggaran atas pasal-pasal sebagaimana dimaksud apada ayat (1)
adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUFP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Agar
Kabupaten

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 3 ?z‘awwr 2014

BUPATI LANGKAT,
Diundangkan di Stabat

H. WTEPU
pada tanggal {3 peorvar 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

.......

20



......

A, UMUM

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR :........%......TAHUN 201

TENTANG
PERLINDNGAN KETENAGAKERJAAN

Penyelenggaraan ketenagakerjaan merupakan bagian dari
penyelenggaraan pemerintahan yang kewenagannya diberikan oleh
Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi
daerah, sebagairnan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. Beberapa bnetuk kewenangan tersebut
misalnya mcnyangkut dengan pelaksanaan kebijakan pusat dan
provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala
kabupaten/kota, pembinaan pengawasarn, pengendalian, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.

Dari berbagai pelaksanaan kewenangan penyklenggaraan
ketenagakerjaan di tingkat daerah, yang dapat dipandang sebagainmtitik
lemah, adalah pelaksanaan berbagai ketentuan normatif yang
menyangkut dengan hak-hak normatif tenaga kerja. Disharmoninsasi
antara tenga kerja dengan pengusaha sering muncuk disebabkan oleh
::lknhi rj,l;la:tgifb;;‘hué)ur;gan de}r:ggn belum terp‘enuhinya pemberian hak-
P o pade tenaga kerja tersc'but. Salah satu cara pelepasan

ak tenga kerja yang sering dilakukan oleh perusahaan di
antaranya adalah melaui penyerahan secbagian pekerjaan kepada
Perusapaap lain, yang dalam kehidupan ketengakerjaan sering di ;
?ebagai lihh daya (outsourcing). Dengan cara ini beb-l:rapa hﬁgmﬁ:ﬁ;

enaga Kkerjaa dapat dilepaskan dan penyerahan hak-hak n .
éeer;?:.;; rzeiﬁ?_}umya d1bebankan_ kepada perusahaan pcnel‘imaoicrgﬁgf
; : perusahaan pencrima kerja ternvata d Lot
Juga belum mam i J vata dalam parakteknya

pu meberikan hak-hak tenapa keri g
IIgrset%ntuzm undang-undang hak tersebut sam ss%?)ergrﬁalg ani ¢ dalam
erbagai upaya peri e pekerja tetap.
1 Upay Per.]uangar_x telah dll.akukan oleh tfenega kerja melalﬁi

st asih b . perti apa yang dih
aari an sanksi atas pelanggaran terha};apg pcj;glpal;aa?i

scbagian pekerj ini
glan pekerjaan ini telah menyebabkan tenaga kerja sepertinya tidak

Dalam sub bj
ub  bidang pengawasan ketenagaakerjaan di tingkat



0

0

Pasal 0

kewenangan dalam bidang pengawasan ini memang masih belum
diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, oleh karena itu
berbagai kekuarangan yang menyangkut kaulitas dan kuantitas pegawai
pengawas tenaga kerja ini tidak dapat diselesaikan pada tingkat daerah.
Dalam Peraturan Daerah berbagai bnetuk kekurangan perencanaan dan
pengembangan pegawai pengawas ketenagakerjaan ini dicoba untuk
diatur dengan memberdayakan beberapa kemampuan sumber daya yang
ada pada tingkat daerah, msialnya dalam aspek pembiayaan berbagal
program pendidikan dan pelatihan dalam rangka perolehan kompetensi
dalam ssub bidang pengawasan ketenagakerjaan irit.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Dengan dijadikannya RPJP dan RPJM Daerah sebagai pedoman
dalam perencanaan Ketenagakerjaan di daerah diperoleh kepastian
atas keterpaduan dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan
secara keseluruhan di tingkat daerah.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Guna menjamin terpenuhinya hak tcnaga kerja alus lowongan

pekerjaan, kepada eru . )
memberikan informasipke sahaan dikenakan kewajiban untuk

ada Di .
yang ada di perusahaan, e Dinas tentang lowongan pekerjaan

Pasal 8

Ayat (2)

K/I i
di;‘fad fli(aa-.[:tus alf:;mng) merupakan kartu tanda pencari
satu syarat untuk melamar pekerjaan

kerja yang
eru i i 1
perusahaan atau Instansi, baik di negeri maupun di swasta

di sebuah

Culcup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

22



{)

Pasal 12
Ayat (3)

Pekerjaan dengan keahlian khusu _ 4
dijalankan oleh tenaga kerja bersertifikasi atau dengan

dan pelatihan khusus.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Culkup jelas
Hasal 23
Ayat (1)
;ﬁgcn d;rlx:aksyd dengan sekolah Kkejuruan adalah SMK (Sekolah
gah Kejuruan) yang memuat kurikubam ketermapilan praktis

dengan standar kompetensi lulusan yang disiapkan untuk memasuki

pasar kerja baik yang dibina oleh Pemeri
diselenggarakan oleh masyarakat., rintah Daerah maupun yang

Pasal 24
SIO (Surat Izin Operator) dapat dijadikan sebagai ukuran adanya

standar kompetensi bagi tenga kerja yang mengoperasikan perlatan

kerja yang memiliki i i
kcga_ yvang miliki resiko besar dalam membimbulkan kecelakaan

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

s adalah jenis pekerjaan yang
pendidikan



0

Pasal 27
Ayat (3)
Perubahan status tenaga kerja penerima penyerahan s?baggi
pekerjaan menjadi tenaga kerja tetap pada perusahaan. pembefl 1-(6':{]&
disertai dengan pemberian segala bentuk hak normatif dan fasilitas
kerja.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak menghalangi dan
mengambil alih pelaksanaan tugas-tugas pengawasan

ketenagakerjaan.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39

Culkup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 4]

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
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Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014
NOMOR .12 s
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